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MOTIO :

Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKU
mengenai kamu, demikianlah Firman Tuhan, yaitu rancangan
damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk
memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Yeremia 29 : 11

Kupersembshksn Kepsds :

~ Allah Tritunggal sumber kehidupan dan

kekuatan.
Kedua Orang tuaku tercinta

Kedua saudaraku terkasikh, Mbak Ika dan

adikku Fani

= Almamaterku
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kejahatan merupakan hal yang klasik. Meskipun sudah begitu banyak
upaya yang dilakukan manusia untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan
selalu ada.di setiap dimensi kehidupan manusia, bahkan kejahatan itu sendiri ikut
berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk upaya
penenggulangan kejahatan adalah dengan menerapkan suatu kebijakan, yaitu
kebijakan hukum pidana atau penal policy.

Dalam perumusan kebijakan hukum pidana, ditetapkan perbuatan-perbuatan
yang merupakan tindak pidana beserta ancaman pidananya atau sanksi pidananya.
Kebijakan hukum pidana ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu':

1. Tahap kebijakan formulasi atau legislatif
Tahap ini merupakan tahap untuk menetapkan perbuatan-perbuatan apa yang

dapat dipidana, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya beserta jenis-jenis sanksi

yang akan diterapkan.
2.Tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif

Tahap ini merupakan tahap yang memberikan kewenangan untuk menerapkan

hukum pidana yang telah dirumuskan oleh tahap sebelumnya.

']ggagd;lNa]w;wi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
, him 153.



3.Tahap kebijakan administratif atau eksekutif

Tahap ini adalah tahap yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan atau
melaksanakan hukum pidana.

Dari tiga tahapan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa tahap formulatif atau
legislatif, adalah tahap yang paling penting dalam perumusan suatu peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu tahapan ini merupakan tahapan yang paling
strategis, karena tahap ini merupakan tahapan perencanaan dalam menetapkan suatu
perbuatan yang dapat dijatuhi pidana serta menentukan sistem sanksinya.2 Tahap ini
harus memberikan arah pada tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan dan
penerapan pidana yang lebih konkrit.

Seiring dengan berkembangnya kejahatan, maka sistem sanksi pun ikut
mengalami perubahan . Perubahan ini adalah hal yang wajar, karena manusia akan
selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan bercermin pada masa
yang lalu, termasuk dengan melakukan perubahan-perubahan’. Perubahan tersebut
dapat di lihat khususnya dalam perkembangan sistem sanksi. Jika mencermati sistem
sanksi yang digunakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau selanjutnya
disebut KUHP saat ini, maka sistem sanksi yang digunakan hanya menekankan pada
sanksi pidana saja. Sistem sanksi yang hanya menggunakan instrumen sanksi pidana

saja, dikenal dengan istilah single track system atau sistem satu jalur, yang untuk

? Barda Nawawi Arief dalam Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2002, him 121.

3bid, him 1.



selanjutnya disebut single track system. Hal ini dapat diketahui dari jenis-jenis sanksi
seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, dimana sanksi pidana terdiri atas:
a. Pidana Pokok yang terdiri dari:

1. Pidana Mati

2. Pidana Penjara

3. Pidana Kurungan

4. Pidana Denda

5. Pidana Tutupan
b. Pidana Tambahan yang terdiri dari:

1. Pencabutan Hak-hak tertentu

2. Perampasan Barang-barang tertentu

3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dapat dikatakan Pasal 10 KUHP tersebut tidak menyebutkan jenis sanksi lain
selain sanksi pidana. Sanksi pidana tercantum secara limitatif dalam Pasal 10 KUHP.
Jadi, semua sanksi yang berada di luar Pasal 10 KUHP, bukanlah pidana. *

Berbeda dengan KUHP, Undang-undang Pidana di luar KUHP, khususnya
Undang-undang pidana khusus, dewasa ini justru cenderung meninggalkan sistem
sanksi seperti yang diatur dalam KUHP tersebut. Misalnya Undang-Undang No. 3

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini, selain mencantumkan

* Andi Hamzah, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi, PT Pradnya
Paramita, Jakarta, 1986, him 53.




sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, juga mencantumkan jenis sanksi lain, yaitu
sanksi tindakan.’

Dengan demikian dapat dikatakan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak, telah menggunakan dua jenis sanksi sekaligus. Yaitu sanksi
pidana dan sanksi tindakan. Sistem sanksi seperti ini disebut Double Track System
atau sistem dua jalur dan untuk selanjutnya disebut double track system.

Selain Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, masih
ada beberapa Undang-undang pidana di luar KUHP yang menggunakan double track
system, diantaranya adalah, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, dan lain-
lain.® Rancangan KUHP Tahun 2005 saat ini juga cenderung menggunakan ide
Double Track System dalam sistem sanksinya. Jenis-jenis sanksi menurut Rancangan
KUHP adalah:

1. Pidana pokok yang terdiri atas:
a. Pidana penjara
b. Pidana tutupan
c. Pidana pengawasan
d. Pidana denda

e. Pidana kerja sosial

Sy e
. that dalam Pasz_ll 23 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Lihat pada lampiran.




2. Pidana tambahan yang terdiri atas:

a.

b.

C.

d.

€.

Pencabutan hak-hak tertentu

Perampasan barang tertentu dan atau tagihan
Pengumuman putusan hakim

Pembayaran ganti kerugian

Pemenuhan kewajiban adat.

3. Tindakan, yang dapat berupa:

Perawatan di rumah sakit jiwa
Penyerahan kepada pemerintah
Penyerahan kepada seseorang

Selain bentuk-bentuk tindakan seperti yang tersebut di atas, masih terdapat

beberapa jenis tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok,

yaitu:
a.

b.

Pencabutan surat izin mengemudi

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
Perbaikan akibat tindak pidana

Latihan kerja

Rehabilitasi dan atau perawatan di lembaga.

Berdasarkan perbandingan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, Undang-

undang Pidana di luar KUHP, dan Rancangan KUHP Tahun 2005 di atas, maka

dapat dikatakan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang

untuk selanjutnya disebut undang-undang Pengadilan Anak dan Rancangan KUHP



Tahun 2005 yang untuk selanjutnya disebut Rancangan KUHP saja, telah
menggunakan Double Track System dalam sistem sanksinya, karena sanksi pidana
dan sanksi tindakan diatur sekaligus dan terpisah.

Keputusan pembuat Undang-undang untuk meninggalkan sistem sanksi yang
lama, yakni single track system tentu bukan tanpa alasan, dan tentu sudah melalui
proses perumusan kebijakan yang cukup lama. Dalam hal ini ada atau tidaknya
perubahan dalam sistem sanksi pidana, baik itu jenis sanksinya atau sistem
perumusan sanksinya, sangat tergantung pada kebijakan hukum pidana yang
ditentukan oleh pembuat Undang-undang. Baik itu Undang-undang di luar KUHP
maupun Rancangan KUHP. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh adanya
perubahan pandangan terhadap konsep pemidanaan itu sendiri yang berkaitan erat

dengan tujuan pemidanaan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan
beberapa permasalahan yaitu :
1. Bagaimanakah sistem perumusan sanksi dalam hukum pidana selama ini?

2. Bagaimanakah penerapan sistem perumusan sanksi dalam hukum pidana?



C. Ruang Lingkup

Agar penulisan Skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis
membatasi ruang lingkup penulisan ini hanya pada sistem perumusan sanksi dan
penerapan sistem perumusan sanksi yang ada dalam KUHP, Undang-Undang No. 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Tujuan Penelitian
Karya tulis ini dibuat dengan tujuan:
1.Untuk mengetahui sistem perumusan sanksi yang digunakan dalam hukum pidana
di Indonesia.
2.Untuk mengetahui penerapan sistem perumusan sanksi yang ada dalam hukum

pidana.

E. Manfaat Penelitian

Tulisan ini mempunyai manfaat yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:
a. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam dunia pendidikan

hukum yaitu sebagai bahan bacaan, dan untuk menambah pengetahuan mengenai

sistem perumusan sanksi dalam hukum pidana di Indonesia.




b. Manfaat Praktis
Karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi
pembentuk undang-undang dalam kaitannya dengan tugas nya sebagai perancang

Undang-undang terutama pada saat merumuskan sanksi dalam Undang-undang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode, yang terdiri dari beberapa komponen,
yaitu :
1.Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif
analitis. Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan
menganalisa bentuk-bentuk perumusan sanksi yang ada dalam hukum pidana di
Indonesia
2.Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif,
karena penulisan ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan. Selain itu, pendekatan juga dilakukan dengan menggunakan
metode yuridis komparatif yaitu meneliti dan membandingkan sistem perumusan
sanksi yang ada dalam KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP
3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder sabagai data pokok. Yaitu

data yang diperoleh dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka, yang meliputi



buku-buku, literatur-literatur, majalah, karya ilmiah dan lain-lain, yang berkaitan
dengan penulisan skripsi ini. Bahan hukum tersebut terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika,
dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer,
seperti buku-buku, jurnal, artikel dan data-data yang diperoleh dari internet.
c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan
hukum primer maupun sekunder, yang dapat berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-
lain.
4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara kualitatif, bahan hukum tersebut
dikumpulkan, dianalisa dan dibandingkan untuk mendapatkan kesimpulan atas

permasalahan yang telah dikemukakan.
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